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BERITA DAERAH 
KOTA BEKASI 

 
NOMOR : 69                                2023                                       SERI : A 

 

PERATURAN WALI KOTA BEKASI 
NOMOR 69 TAHUN 2023 

TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 67 TAHUN 2023 

 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

 TAHUN ANGGARAN 2023 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALI KOTA BEKASI, 
 

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Perundang-
undangan dan adanya penyesuaian atas situasi dan kondisi  
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2023 yang berdampak pada pergeseran 
anggaran antar objek belanja yang mendesak untuk 
dilakukan;   

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (2) Peraturan 
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah, pergeseran anggaran antar objek belanja 
dan atau rincian objek belanja dilakukan melalui Perubahan 
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan 
Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali 
Kota Bekasi Nomor 67 Tahun 2023 tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2023; 
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Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang  Pembentukan 
Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663); 

  2.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

  3.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

  4.  Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

  5.  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan  Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

  6.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856);  

  7.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 
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  8.  Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

  9.  Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 
Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa 
kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 
Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan 
Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor  6177); 

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5165); 

  13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041);  
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  14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6847); 

  15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6322); 

  16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan 
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323); 

  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 
2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
157);  

  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang 
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta 
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); 

  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang 
Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi 
Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban 
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630  sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 
Tahun 2020 tentang  Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penghitungan, 
Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan 
Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan 
Partai Politik  (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 1777); 
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  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

  21.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang 
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan 
Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 
dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431); 

  22.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 972); 

  23.  Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 tahun 2023 
tentang Perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat 
Tahun 2023 Nomor 8); 

  24.  Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 62 Tahun 2023 tentang 
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa 
Barat Tahun 2023 Nomor 62); 

  25.  Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 8 Tahun 2023 tentang 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2023 
Nomor 8); 

  26.  Peraturan Wali Kota Kota Bekasi Nomor 67 Tahun 2023 tentang 
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Bekasi 
Tahun 2022 Nomor 67); 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan  : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN WALI KOTA BEKASI NOMOR 67 TAHUN 2023 
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 
2023. 

 



 
 

6 
 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 67 Tahun 2023 
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2023 Nomor 67), diubah sebagai 
berikut:  
 
1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi : 

Pasal 2 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2023 semula sebesar 
Rp5.986.265.026.438,00 bertambah sebesar Rp1.375.253.221.711,00 Sehingga 
menjadi Rp7.361.518.248.149,00, dengan rincian sebagai berikut: 

a. pendapatan daerah 
1. semula         Rp5.799.481.642.839,00 
2. bertambah           Rp668.334.574.436,00 
jumlah pendapatan daerah setelah perubahan   Rp6.467.816.217.275,00 
 

b. belanja daerah 
1. semula         Rp5.933.765.026.438,00 
2. bertambah                 Rp1.277.780.833.711,00 
jumlah belanja daerah setelah perubahan   Rp7.211.545.860.149,00 
 

c. pembiayaan daerah 
1.   penerimaan pembiayaan        

a) semula    Rp186.783.383.599,00 
b) bertambah    Rp706.918.647.275,00 
jumlah penerimaan pembiayaan setelah      Rp893.702.030.874,00 
perubahan 

 

2.   pengeluaraan pembiayaan        

a) semula                    Rp52.500.000.000,00 

b) bertambah            Rp97.472.388.000,00 

jumlah pengeluaraan pembiayaan setelah      Rp149.972.388.000,00 

perubahan  

jumlah pembiayaan netto setelah     Rp743.729.642.874,00    

perubahan   

sisa lebih pembiayaan anggaran setelah                      Rp0,00 

perubahan 



 
 

7 
 

2. Ketentuan Lampiran I dan Lampiran II, diubah sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Wali Kota ini. 

 

Pasal II 

Peraturan Wali Kota  ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan                
Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi. 

 

Ditetapkan di   Bekasi 
pada tanggal  17 November 20232Oktober  

     Pj. WALI KOTA BEKASI, 

           Ttd           
 

   R. GANI MUHAMAD 
 

Diundangkan  di  Bekasi 
  pada tanggal  17 November 2023                          

  SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,  

 

       Ttd 

 

JUNAEDI 

  BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2023 NOMOR  69 


